
 
 
 

BUPATI SEMARANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 46 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 24 
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang  
-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya 
tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) 
Undang  -  Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 
menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), 
maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan 
dan penganggaran, Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan 
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan 
(KUA  -  Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara Perubahan (PPAS-  Perubahan) Tahun 2016 
untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan (APBD  -  Perubahan) Tahun 2017; 

b. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Tahun 2017, maka perlu menetapkan Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) 
Kabupaten Semarang Tahun 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2017; 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 



2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 
tentang Perubahan Batas  -  batas Wilayah Kotapraja 
Salatiga   Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 1652); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang  -  Undang Nomor  25 Tahun  2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang  -  Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional  Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan   
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan   
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4963); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6057); 

19. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 122); 

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 518); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 336 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi   Jawa   Tengah  Nomor 28); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tantang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
JAngka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2017 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang TAhun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, 



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 15); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 20); 

33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 14) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7  Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 Nomor 7); 

34. Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 24) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2016 Nomor 46); 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 24 
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 

 

Pasal 1 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 24) 
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Semarang. 



 
 
 
 
 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten       
Semarang. 
 

 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 10-07-2017 - 07 - 
2015 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

ttd. 

 

 

MUNDJIRIN 

 

 

Diundangkan di Ungaran 

pada tanggal 10-07-2017 31 - 07 - 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

 
 

ttd. 
 

GUNAWAN WIBISONO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 4656 
 

 

 

 


